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Abstract

This article addresses the fundamental question of how siyasah syar'iyyah can
integrate the principles of the Green Constitution to guarantee intergenerational
ecological justice in the management of natural resources in Indonesia. Against the
backdrop of rampant mining exploitation and deforestation that threaten
environmental sustainability with nickel mining in Central Halmahera alone causing
damage to 299 watersheds and deforestation of 27,900 hectares of forest cover this
study employs a qualitative conceptual research method, analyzing the Mining Law
(UU Minerba), the Job Creation Law (UU Cipta Kerja), and the concept of sustainability.
The study argues that the current legal framework for natural resource management
has failed to uphold intergenerational justice, as evidenced by the regression in
environmental protection under UU Minerba No. 2 of 2025 which expands mining
concessions, weakens oversight mechanisms, and prioritizes short-term economic
interests over ecological sustainability and UU Cipta Kerja, which reduces
environmental permits to mere approvals and limits public participation in
environmental impact assessments. From the perspective of siyasah syar'iyyah
particularly the principles of maslahah (public welfare), 'adl (justice), and the
prohibition of mafsadah (harm) and the Green Constitution framework rooted in
Articles 28H(1) and 33(4) of the 1945 Constitution, the study finds that effective
natural resource governance requires a paradigmatic shift from anthropocentric,
short-term oriented constitutional interpretation toward a substantive constitutional
approach that embeds precautionary principles, non-regression, and state trusteeship
for future generations. The study proposes an integrative "Siyasah Ekologis”
framework that harmonizes Islamic political ethics with green constitutionalism to
ensure that natural resource exploitation does not sacrifice the rights of future
generations for the sake of present economic gains.

Keywords: Siyasah Syar'iyyah, Green Constitution, Intergenerational Justice, Natural
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Abstrak
Artikel ini membahas pertanyaan mendasar tentang bagaimana siyasah syar'iyyah
dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Green Constitution untuk menjamin
keadilan ekologis antar generasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Dengan latar belakang eksploitasi tambang dan deforestasi yang mengancam
keberlanjutan lingkungan pertambangan nikel di Halmahera Tengah saja
menyebabkan kerusakan 299 daerah aliran sungai dan deforestasi 27.900 hektar
tutupan hutan penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian konseptual,
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menganalisis UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan konsep keberlanjutan. Penelitian ini
berargumen bahwa kerangka hukum pengelolaan sumber daya alam saat ini gagal
menegakkan keadilan antar generasi, terbukti dari kemunduran perlindungan
lingkungan dalam UU Minerba No. 2 Tahun 2025 yang memperluas konsesi
tambang, melemahkan mekanisme pengawasan, dan mengutamakan kepentingan
ekonomi jangka pendek di atas keberlanjutan ekologis serta UU Cipta Kerja yang
mereduksi izin lingkungan menjadi sekadar persetujuan dan membatasi partisipasi
publik dalam AMDAL. Dari perspektif siyasah syar'iyyah khususnya prinsip
maslahah (kesejahteraan publik), 'adl (keadilan), dan larangan mafsadah
(kerusakan) serta kerangka Green Constitution yang berakar pada Pasal 28H ayat
(1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, studi menemukan bahwa tata kelola sumber
daya alam yang efektif memerlukan pergeseran paradigmatik dari interpretasi
konstitusi yang antroposentris dan berorientasi jangka pendek menuju pendekatan
konstitusional substantif yang menanamkan prinsip kehati-hatian, non-regresi, dan
amanat negara bagi generasi mendatang. Penelitian ini mengusulkan kerangka
integratif "Siyasah Ekologis" yang mengharmonisasikan etika politik Islam dengan
konstitusionalisme hijau untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam
tidak mengorbankan hak generasi mendatang demi keuntungan ekonomi saat ini.

Kata-Kata Kunci: Siyasah Syar'iyyah, Green Constitution, Keadilan Antar Generasi,
Pengelolaan Sumber Daya Alam, Keberlanjutan Ekologis

Pendahuluan

Indonesia menghadapi krisis ekologis yang semakin parah akibat eksploitasi
sumber daya alam yang tidak terkendali, dengan deforestasi, kerusakan daerah
aliran sungai (DAS), dan pencemaran lingkungan yang mencapai tingkat
mengkhawatirkan. Pertambangan nikel di Halmahera Tengah menjadi bukti nyata
kegagalan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, menyebabkan kerusakan
299 DAS dan deforestasi 27.900 hektar tutupan hutan (Novienty et al., 2026).
Deforestasi di Indonesia didorong oleh ekstraksi sumber daya dan infrastruktur
yang semakin intensif, dengan pemerintah yang menjadikan ekstraksi mineral
sebagai jalur pembangunan nasional (Lestari et al., 2024). Antara tahun 2001 dan
2016, perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman skala besar berkontribusi lebih
dari dua-perlima deforestasi nasional, sementara aktivitas pertambangan
menyumbang porsi yang semakin meningkat (Ardianto et al, 2020). Pulau
Halmahera mengalami tren deforestasi signifikan dari 2001 hingga 2023, dengan
puncak kehilangan hutan terbesar terjadi pada 2015 mencapai 31.111,59 hektar
(Rakuasa, Khromykh, et al.,, 2025). Aktivitas pertambangan nikel di Halmahera
Tengah dan Halmahera Timur menjadi penyebab utama meningkatnya kerusakan
hutan, sejalan dengan ekspansi izin pertambangan yang melonjak sejak awal 2000-
an (Iskandar, 2025). Izin pertambangan nikel mencakup 201.000 hektar telah
diberikan kepada 43 perusahaan, menempatkan tekanan luar biasa pada Halmahera
dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sekitar 180.587 hektar dari area ini berada di
kawasan hutan lindung dan hutan produksi (Rakuasa, Rifai, et al., 2025).

Pertambangan nikel di Halmahera Tengah telah menyebabkan kerusakan 299
daerah aliran sungai dan deforestasi 27.900 hektar tutupan hutan, yang
mengganggu keseimbangan lingkungan dan merusak sumber air bersih (Amalia et
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al., 2025). Aktivitas pertambangan berdampak merugikan pada kualitas air dan
udara di area sekitarnya, dengan polusi udara dari debu dan gas berbahaya serta
polusi air dari pembuangan limbah tambang. Penelitian Yayasan Nexus3 pada 2024
membuktikan kualitas air di area Akejira tidak layak dikonsumsi masyarakat
(Karmanl et al., 2026). Empat sampel ikan dinyatakan mengandung arsen melebihi
batas kontaminasi maksimum 2 mg/kg, sementara tujuh sampel ikan lainnya
mengandung arsen pada rentang 1-2 mg/kg. Sebanyak 22 individu (47%) memiliki
kadar merkuri 9 pug, dan 15 individu (32%) memiliki kadar arsen 12 pg/L (Jasmine
etal., 2025).

Krisis ekologis di Indonesia tidak hanya mencakup kerusakan lingkungan fisik,
tetapi juga dampak sosial yang mendalam pada komunitas rentan dan generasi
mendatang. Aktivitas pertambangan telah memicu penggusuran komunitas adat,
konflik lahan, dan erosi praktik budaya yang berakar pada hubungan harmonis
dengan alam (Kusworo & Abdulkadir, 2025). Model pembangunan ekstraktif
berbasis antroposentrisme dan logika kolonial merupakan penyebab utama krisis
ekologis dan ketimpangan struktural di wilayah adat (Suwarno et al., 2025). Di
Lelilef Waibulan, Halmahera Tengah, sedikitnya 7.000 hektar lahan produktif
termasuk hutan sekunder, kebun kelapa, dan kebun campuran telah dikonversi
menjadi infrastruktur industri (Da Silva Hyldmo et al., 2025). Di antara 31 rumah
tangga yang diamati, 45 individu telah beralih dari pertanian dan perikanan ke
buruh upah yang tidak stabil di sektor pertambangan. Ketimpangan sosial melebar
antara rumah tangga yang terhubung dengan jaringan ekonomi pertambangan dan
mereka yang terkecualikan dari akses industri. Penurunan kesejahteraan
lingkungan terus memburuk secara substansial pada tahap produksi pertambangan
yang lebih lanjut, terutama di desa-desa dengan tingkat kemiskinan yang sudah
tinggi. Penurunan kesejahteraan secara marginal yang terkait pertambangan nikel
sebagian besar didorong oleh penurunan indikator lingkungan (Ananda, 2025).

Kegagalan tata kelola sumber daya alam di Indonesia tercermin dalam
lemahnya penegakan hukum, fragmentasi institusional, dan tumpang tindih
kewenangan yang menciptakan kerentanan sistemik terhadap bencana ekologis.
Pemerintah mengeluarkan terlalu banyak izin untuk eksploitasi berlebihan tanpa
mempertimbangkan dampak pada lingkungan sekitar (Austin et al., 2019). UU Cipta
Kerja tidak memberikan gambaran jelas bagaimana sanksi administratif dapat
mewujudkan kepatuhan lingkungan, sehingga industri hilir nikel berjalan secara
sembarangan.

Kondisi pencemaran lingkungan yang parah bertentangan dengan prinsip
keadilan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 dan UU No.
32/2009. Pemerintah perlu mengatur kebijakan deforestasi dan reforestasi,
menegakkan hukum secara ketat terhadap perusahaan pertambangan nikel yang
melanggar standar prosedur operasional lingkungan, dan melindungi komunitas
rentan di sekitar lokasi tambang (Bebbington et al, 2018). Pendekatan Green
Constitution menawarkan kerangka untuk mengintegrasikan prinsip perlindungan
lingkungan ke dalam konstitusi dan sistem hukum nasional. Analisis Siyasah
Syar'iyyah memberikan perspektif tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-
prinsip syariah yang menekankan maslahah (kepentingan publik) dan 'adalah
(keadilan) dalam pengelolaan sumber daya alam. Keadilan antar generasi menuntut
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bahwa eksploitasi sumber daya saat ini tidak boleh mengorbankan kemampuan
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Lo et al,, 2024).

Sentralisasi tata kelola nikel Indonesia telah memungkinkan peningkatan laju
ekstraksi 14 kali lipat dalam 10 tahun, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan
lingkungan negatif yang menggerus layanan ekosistem penting dan mengancam
kesehatan, mata pencaharian, serta cara hidup (Alexander et al., 2025). Ruang
politik untuk partisipasi lokal yang menyempit dengan cepat memperburuk dampak
ini, menyoroti ketegangan antara urgensi peningkatan ekstraksi material transisi
energi dan pelaksanaan transisi karbon rendah yang berkeadilan (Jamaludin et al.,
2025).

Revisi UU Minerba (UU No. 2 Tahun 2025) dan UU Cipta Kerja
merepresentasikan kebijakan kontroversial yang memperdalam krisis ekologis
Indonesia melalui dominasi industri ekstraktif, degradasi instrumen lingkungan,
dan pembatasan partisipasi publik (Ridwan et al., 2025). Dalam kerangka siyasah
syar'iyyah dan green constitution, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip
maslahah, keadilan antar generasi, dan mandat perlindungan lingkungan konstitusi.
UU No. 2 Tahun 2025 merefleksikan recentralisasi otoritas pengawasan sumber
daya alam ke pemerintah pusat, melemahkan peran pemerintah daerah dalam
pengawasan operasional lingkungan (Fairuz & Khairuldin, 2025). Orientasi hukum
dan kebijakan pembangunan masih berfokus pada eksploitasi sumber daya skala
besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, di mana perlindungan
lingkungan diperlakukan sebagai aspek yang dapat dinegosiasikan (Harefa, 2025).
Kondisi ini menciptakan ketimpangan prioritas kebijakan, di mana kepentingan
ekonomi strategis diutamakan daripada perlindungan lingkungan dan hak
komunitas lokal.

Sentralisasi melalui UU No. 3 Tahun 2020 yang diperkuat UU No. 2 Tahun 2025
menjadikan pengawasan sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan hilirisasi
dan peningkatan investasi nasional. Hal ini menimbulkan anomali konstitusional
karena menarik kembali otoritas perizinan dan manajemen fiskal ke pemerintah
pusat, merongrong prinsip otonomi daerah. Intervensi pusat seperti kebijakan
royalti 0% secara signifikan mengurangi kapasitas fiskal dan otoritas administratif
daerah. Ketergantungan batubara terjaga karena orientasi eksploitasi
mendenominasi kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB, kelemahan
penegakan hukum, otoritas yang tumpang tindih, dan kendala infrastruktur
menghambat implementasi regulasi pertambangan yang berkeadilan, serta
kesenjangan antara desain regulasi dan implementasi di lapangan meningkatkan
risiko kejahatan lingkungan seperti pertambangan ilegal dan degradasi ekosistem
(Dzar et al., 2026). UU Cipta Kerja mendegradasi izin lingkungan menjadi sekadar
persetujuan lingkungan, menghapus kewajiban menyusun AMDAL penuh sebelum
memulai bisnis. Perubahan ini memungkinkan persetujuan lingkungan diberikan
tanpa penilaian dampak lingkungan sebelumnya jika proyek sejalan dengan rencana
tata ruang, padahal hanya 10% kota/kabupaten di Indonesia yang memiliki rencana
zonasi rinci. UU Minerba bahkan mengizinkan perusahaan pertambangan memulai
eksplorasi tanpa menyelesaikan AMDAL penuh, melanggar prinsip kehati-hatian
lingkungan (Salpiyah et al., 2025).

Degradasi ini berpotensi menghasilkan AMDAL "palsu" karena proses
penerbitannya tanpa kontrol komunitas dari tahap pra hingga pasca-aktivitas .
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Pemerintah juga menghapus kewajiban inisiator untuk memberikan informasi
transparan dan lengkap kepada publik sebelum aktivitas AMDAL dilaksanakan .
Pemerintah cenderung menyederhanakan perizinan dengan menurunkan derajat
kewajiban dokumen perlindungan lingkungan sebelum mendirikan bisnis (Sati et
al., 2025).

Pembatasan partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL merupakan langkah
mundur yang signifikan. UU Cipta Kerja mengetatkan definisi komunitas yang dapat
terlibat dalam AMDAL, menghapus peran observer lingkungan dan organisasi non-
pemerintah yang sebelumnya memiliki wawasan penting mengenai potensi
kerusakan lingkungan. Aturan baru menghapus prinsip Free, Prior and Informed
Consent (FPIC) dalam proses AMDAL. Penyempitan ruang partisipasi ini mengikis
transparansi dan legitimasi tata kelola lingkungan demokratis . Pembatasan
terhadap aktivis lingkungan menghilangkan fungsi kontrol eksternal terhadap
dampak korporasi, formulasi UU Cipta Kerja tidak mengakomodasi kebutuhan,
aspirasi, dan kepentingan pekerja, aktivis lingkungan, maupun akademisi, serta
restrukturisasi AMDAL membatasi ruang partisipasi publik dan akuntabilitas,
bergeser dari tata kelola yang mengutamakan kepentingan publik ke yang melayani
kepentingan bisnis (Nawawi & Nurdin, 2025).

Kebijakan kontroversial ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip
keadilan antar generasi yang menjadi pilar siyasah syar'iyyah dan green
constitution. UU Cipta Kerja mengabaikan keseimbangan antara aktivitas ekonomi
dan keberlanjutan lingkungan, padahal keseimbangan ini esensial untuk menjaga
manfaat pembangunan bagi generasi mendatang (Rusyidi, 2023). Regulasi yang
melindungi hutan, tanah masyarakat adat, dan kawasan konservasi sedang
digulirkan kembali atau berada di bawah ancaman akibat orientasi ekstraktif ini. UU
Cipta Kerja juga mengubah sanksi pidana lingkungan menjadi sanksi administratif,
secara kontekstual memaklumi kejahatan kehutanan melalui mekanisme
kelanjutan. Dalam perspektif green constitution, kebijakan ini mengabaikan mandat
konstitusional untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam
untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Keberlanjutan ekologis
dikorbankan demi kemudahan berbisnis, menempatkan lingkungan sebagai objek
kebutuhan ekonomi alih-alih subjek perlindungan hukum (Ruhullah et al., 2025).

Kesenjangan riset ini terjadi pada tiga dimensi: kajian green constitution yang
kurang berlandaskan etika politik Islam, studi siyasah syar'iyyah yang belum
terhubung dengan instrumen konstitusional modern, dan integrasi keduanya untuk
menganalisis keadilan antar generasi dalam kebijakan ekstraktif. Meskipun literatur
menunjukkan konsep seperti amanah, maslahah, dan khilafah selaras dengan
prinsip konstitusionalisme hijau, belum ada model analitis yang menjahit kedua
kerangka secara komprehensif (Idris et al.,, 2025). Green Constitution di Indonesia
berkembang bertumpu pada mekanisme hukum formal dan kurang didukung
landasan etis-epistemologis yang memadai. Konsep Qur'ani seperti mizan
(keseimbangan), khalifah (amanah), fasad (kerusakan), dan larangan israf
(berlebihan) sebenarnya menyediakan fondasi epistemologis bagi prinsip
keberlanjutan, keadilan ekologis, dan tanggung jawab negara. Namun, integrasi
etika lingkungan Qur'ani ke dalam diskursus konstitusional masih belum
membentuk kerangka hukum yang kokoh secara normatif dan legitim secara sosial.
Pengembangan green constitution sering terjebak dalam dikotomi
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antroposentrisme-biosentrisme, padahal Islam menawarkan perspektif ekosentris
yang memandang alam sebagai kesatuan holistik (Khan Dr. Bahadar Ali Mr. Arshad
Nawaz, 2023). Studi siyasah syar'iyyah kontemporer menekankan tata kelola
berbasis keadilan, maslahah, dan partisipasi, namun belum dihubungkan dengan
mandat konstitusional lingkungan. Prinsip khilafah dan amanah dalam Islam
menyediakan dasar tanggung jawab penjagaan bumi untuk generasi mendatang,
tetapi belum dirumuskan sebagai kewajiban konstitusional yang operasional.
Konsep hifz al-maal (perlindungan kekayaan) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa)
berpotensi menjadi dasar evaluatif kebijakan SDA, namun belum diintegrasikan ke
dalam kerangka green constitution (Noori & Louyeh, 2020).

Pendekatan maqasid al-syariah telah diusulkan sebagai fondasi normatif
kebijakan yang menekankan keberlanjutan antar generasi, tetapi belum
diterjemahkan ke dalam instrumen konstitusional yang mengikat. Kajian keadilan
antar generasi dalam Islam menekankan kewajiban generasi sekarang mewariskan
lingkungan yang layak, seimbang, dan berkelanjutan. Konsep amanah menegaskan
bahwa manusia tidak memiliki sumber daya, melainkan memegang otoritas atas
sumber daya yang diamanahkan untuk dikelola bagi semua generasi (Amin, 2025).
Namun, studi-studi ini berhenti pada level etika umum dan belum menjadikan
keadilan antar generasi sebagai uji normatif bagi tata kelola ekologis dalam
kerangka Kkonstitusional. Di sisi lain, kebijakan SDA Indonesia cenderung
eksploitatif dan mengabaikan keadilan ekologis antar generasi, sehingga
membutuhkan rekonstruksi norma yang mengintegrasikan etika Islam dengan
mandat konstitusi (Chanifah et al., 2024). Penelitian ini mengisi kekosongan dengan
menawarkan analisis integratif yang menghubungkan etika politik Islam (siyasah
syar'iyyah) dengan konstitusionalisme hijau (green constitution) untuk
menganalisis kebijakan pengelolaan SDA dan keadilan antar generasi. Studi
terdahulu telah menunjukkan bahwa prinsip Islam seperti khilafah, adl, dan
maslahah selaras dengan prinsip green constitution dan keadilan ekologis (Hikam &
Bahari, 2025). Namun, belum ada kajian yang merekonstruksi siyasah syar'iyyah
sebagai kerangka normatif-kelembagaan yang terintegrasi dengan green
constitution untuk mengatur kebijakan ekstraktif dan melindungi hak generasi
mendatang. Penelitian ini berkontribusi menawarkan model hukum transdisipliner
yang menggabungkan nilai moral, spiritual, dan ekologis ke dalam tata kelola SDA
yang berkeadilan antar generasi (Akter, 2025).

Genealogi dan Prinsip Green Constitution dalam Ketatanegaraan Indonesia

Konsep Green Constitution digagas Jimly Asshiddigie untuk mengangkat
derajat norma perlindungan lingkungan ke tingkat konstitusi, menegaskan
tanggung jawab negara terhadap kelestarian lingkungan hidup (Al-Fatih et al,,
2026). Pendekatan ini terinspirasi dari konstitusi Prancis dan Ekuador yang
mengakui kedaulatan lingkungan hidup sebagai subjek hukum. Namun,
implementasinya di Indonesia menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan
antara norma konstitusi dan praktik kebijakan ekstraktif (Rs et al., 2023).

1. Green Constitution: Konstitusionalisasi Perlindungan Lingkungan
Green Constitution merupakan langkah revolusioner dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan lingkungan bukan sekadar objek
eksploitasi, melainkan entitas dengan kedaulatan tersendiri. Konsep ini muncul
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dalam dua fase: pertama, setelah perjuangan nilai hak asasi manusia dalam
instrumen hukum internasional, negara mulai menyadari pentingnya pelestarian
lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia. Kedua, prinsip-prinsip
internasional tersebut dimasukkan ke dalam legislasi nasional, melahirkan UU
No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH). Namun, implementasi legislasi lingkungan dianggap tidak efektif
karena tidak memiliki landasan konstitusional yang kokoh jika terdapat dua
regulasi yang berbeda, asas preferensi berlaku dan berpotensi merugikan
lingkungan (Natsir & Nur, 2024).

Landasan konstitusional Green Constitution di Indonesia berakar pada
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin "hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat”. Jaminan ini menegaskan hak atas lingkungan sehat sebagai
bagian dari hak asasi manusia dengan dimensi individual, kolektif, dan
antargenerasi. Pasal 33 ayat (4) menekankan perekonomian nasional
diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Utami,
2025). Konstitusi juga mensyaratkan negara menempatkan hak lingkungan
sejajar dengan hak asasi manusia, menjadikan lingkungan sebagai subjek hukum
yang dilindungi (Nugraha et al.,, 2023). Meskipun landasan normatif ada, UUD
1945 belum sepenuhnya merefleksikan Green Constitution sejati karena masih
menempatkan konservasi lingkungan sebagai alat pemenuhan kepentingan
manusia, bukan tujuan ekosentris. Pasal 33 ayat (3) yang menekankan eksploitasi
sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia sering mengabaikan aspek
konservasi lingkungan dan bertentangan dengan komitmen Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Arumbinang & Satriawan, 2025).

. Keadilan Antar Generasi sebagai Amanat Konstitusional

Konsep keadilan antar generasi (intergenerational justice) dalam kerangka
Green Constitution menetapkan bahwa generasi saat ini memiliki tanggung
jawab untuk melestarikan lingkungan demi hak dan kesejahteraan generasi yang
belum lahir. Prinsip ini menuntut setiap kebijakan dan keputusan publik yang
berdampak pada lingkungan harus mempertimbangkan kepentingan generasi
mendatang. Secara esensial, terdapat tiga aspek fundamental keadilan
antargenerasi: keseimbangan pengelolaan lingkungan, keadilan antara generasi
saat ini dan mendatang, serta hak untuk tidak mewarisi lingkungan yang rusak
(Suryawan & Aris, 2020). Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan yang memastikan ketersediaan lingkungan dapat dikelola untuk
generasi sekarang dan mendatang (Cahyani, 2022).

Pengakuan normatif keadilan antar generasi dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia tercantum dalam UUPPLH. Pasal 2 huruf b mencantumkan
asas kelestarian dan keberlanjutan, sementara Pasal 3 huruf f menegaskan
prinsip kehati-hatian (Andriyani & Aminah, 2024). UUPPLH juga mengakui prinsip
pembangunan berkelanjutan yang menjamin integritas lingkungan, keselamatan,
kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Namun,
pengakuan ini belum cukup implementasinya masih bersifat fragmentari dan
kurang operasional (Supardiono, 2025).
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Siyasah Syar'iyyah dan Keadilan Ekologis

Siyasah syar'iyyah berfungsi sebagai kerangka kebijakan publik Islam yang
mengarahkan pengelolaan sumber daya alam kepada kemaslahatan umum dan
menjauhkan dari kerusakan ekologis. Integrasi siyasah syar'iyyah dengan maqasid
syariah dan Green Constitution menawarkan model tata kelola yang berkeadilan,
berkelanjutan, dan melindungi kepentingan antar generasi (Atikah et al., 2026).

1. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iyyah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Siyasah syar'iyyah didefinisikan sebagai tindakan kebijakan publik yang
mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari
kerusakan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, prinsip ini
menempatkan negara sebagai pemegang mandat untuk mengelola alam demi
kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir pihak. Landasan teologisnya
bersumber dari dua konsep Al-Qur'an: taskhir (penundukan alam untuk
kepentingan manusia) dan istikhlaf (pengelolaan alam sebagai amanat dari
Tuhan) (Prasetyo & Mantu, 2026). Konsep khalifah fil ardh (kekhilafahan di bumi)
menegaskan bahwa manusia bertindak sebagai wakil Tuhan yang memikul
amanah pengelolaan alam, bukan pemilik absolut. Prinsip amanah (trusteeship)
menambahkan bahwa sumber daya alam merupakan titipan ilahi yang
pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan
akuntabilitas. Larangan terhadap fasad (kerusakan dan korupsi di bumi) menjadi
batasan normatif yang melarang eksploitasi destruktif terhadap alam.

Integrasi prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan publik menuntut negara
untuk menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama, dengan
keadilan distributif dan keberlanjutan ekologis sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.

Prinsip maslahah menetapkan bahwa setiap kebijakan pengelolaan sumber
daya alam harus diarahkan pada kemaslahatan umum (maslahah 'ammah),
bukan kemaslahatan parsial yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Kebijakan yang memperluas eksploitasi tambang tanpa memperhatikan
dampakekologis dan sosial bertentangan dengan maslahah karena
mendatangkan mafsadah (kerusakan) bagi publik (Wahyudi et al., 2025). Prinsip
dar' al-mafasid mugaddam 'ala jalbi al-mashalih (mencegah kerusakan lebih
diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan) menjadi panduan
operasional yang penting ketika manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya
alam berbenturan dengan dampak ekologis yang merugikan. Prinsip nafh al-
darar (larangan menimbulkan kerugian) memperkuat postur ini dengan
menegaskan bahwa tidak boleh ada kerugian yang ditimpakan kepada pihak lain
melalui kebijakan publik. Dalam praktik pertambangan, prinsip ini berarti bahwa
pencegahan kerusakan ekosistem harus didahulukan sebelum manfaat ekonomi
dari eksploitasi dapat dijustifikasi (Priyatno et al., 2026).

Prinsip 'adl (keadilan) dalam siyasah syar'iyyah menuntut bahwa manfaat
dari eksploitasi sumber daya alam harus dinikmati secara adil oleh seluruh
masyarakat, sementara beban ekologis tidak boleh ditanggung secara tidak
proporsional oleh masyarakat terdampak. Keadilan ekologis dalam kerangka ini
menggabungkan keadilan distributif dengan keberlanjutan ekologis sebagai
prinsip yang tidak dapat dipisahkan (Wahdini et al, 2025). Konsep mizan
(keseimbangan) dalam Al-Qur'an menambahkan dimensi kosmologis: alam
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memiliki keseimbangan yang harus dijaga, dan eksploitasi yang merusak
keseimbangan ini melanggar prinsip 'adl (Arzam & Kusnadi, 2025). Studi tentang
masyarakat terdampak pertambangan di Bangka Belitung dan Kalimantan
menunjukkan adanya dharar majmu’ (kerugian kumulatif) yang dialami keluarga
marjinal akibat ketidakadilan ekologis dan pengabaian yuridis. Keadilan
distributif menuntut bahwa distribusi manfaat dari pengelolaan sumber daya
alam harus adil dan tidak hanya menguntungkan oligarki atau korporasi besar
(Haris et al., 2024).

. Maqasid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam

Lima tujuan fundamental syariat (al-kulliyat al-khamsah) menyediakan
kerangka evaluatif untuk menilai apakah kebijakan pengelolaan sumber daya
alam sejalan dengan tujuan syariah (Sugirman, 2023). Perlindungan jiwa (hifz al-
nafs) menuntut perlindungan masyarakat dari dampak kesehatan akibat polusi
tambang dan degradasi lingkungan. Perlindungan keturunan (hifz al-nasl)
menuntut keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, sehingga
eksploitasi sumber daya alam tidak boleh mengorbankan kapasitas lingkungan
untuk generasi berikutnya. Perlindungan harta (hifz al-mal) berfungsi
memastikan keadilan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam, mencegah
eksploitasi yang hanya menguntungkan korporasi sambil merugikan masyarakat
lokal (Fikriawan et al., 2026). Perlindungan akal (hifz al-'aql) mendorong
pendidikan lingkungan dan kesadaran ekologis melalui nasihat ulama dan etika
[slam. Perlindungan agama (hifz al-din) memposisikan pengelolaan lingkungan
sebagai kewajiban religius yang berakar pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis
(Hidayah et al., 2023).

Beberapa penelitian berargumen bahwa degradasi lingkungan
kontemporer menuntut pengakuan hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan)
sebagai maqasid sadas (tujuan keenam) yang setara dengan al-kulliyat al-
khamsah (Saeed et al, 2025). Argumen ini menyatakan bahwa kerusakan
ekologis kini secara langsung mengancam hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-mal,
sehingga perlindungan lingkungan bukan sekadar turunan dari maqasid lain
melainkan tujuan otonom. Konsep eco-maqasid yang dikembangkan dari
kerangka Jasser Auda mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan langsung ke
dalam tujuan syariah, menawarkan pendekatan holistik untuk isu lingkungan
kontemporer (Endyka et al., 2020). Studi filosofis menemukan bahwa integrasi
magqasid al-syariah dengan ekoteologi berpotensi memperkuat kerangka
normatif hukum Islam melalui ijtihad kontemporer dan fatwa lingkungan
(Efendi, 2021). Namun, implementasi kerangka ini masih menghadapi tantangan
antroposentrisme, kesenjangan implementasi, dan kebutuhan harmonisasi
dengan standar pembangunan berkelanjutan.

Analisis Kritis UU Minerba dan UU Cipta Kerja dalam Perspektif Integratif

UU No. 2 Tahun 2025 (Minerba) dan UU Cipta Kerja merepresentasikan

kemunduran signifikan dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia, di mana
simplifikasi perizinan dan sentralisasi otoritas mengabaikan keberlanjutan ekologis
serta partisipasi publik. Dari perspektif integratif siyasah syar'iyyah dan Green
Constitution, kedua regulasi ini bertentangan dengan prinsip maslahah 'ammah dan
amanat konstitusional perlindungan lingkungan, karena mendegradasi fungsi
pengawasan negara dan mengorbankan hak generasi mendatang (Sopian, 2023).
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1. UU Minerba No. 2 Tahun 2025: Kemunduran Tata Kelola Pertambangan dan

Ancaman Keadilan Antar Generasi

Revisi UU Minerba menunjukkan pergeseran fundamental dari tata kelola
desentralisasi menuju sentralisasi otoritas yang melemahkan otonomi daerah.
Pengalihan wewenang pemberian izin dari pemerintah daerah ke pemerintah
pusat bertujuan mereduksi tumpang tindih izin dan praktik korupsi, namun
secara bersamaan menimbulkan tantangan baru berupa tereduksinya peran
pemerintah daerah, terbatasnya partisipasi komunitas, dan meningkatnya
potensi konflik dengan masyarakat adat (Azhara & Mardhatillah, 2023).
Pemberian otoritas pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dan
perguruan tinggi menimbulkan persoalan serius terkait hierarki hukum dan
kepatuhan terhadap mandat konstitusional, berpotensi berkonflik dengan peran
dan tujuan resmi lembaga-lembaga tersebut (Akhmaddhian et al., 2023).

Sentralisasi ini menciptakan kekosongan pengawasan di tingkat
distrik/kota, karena UU Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 telah mencabut
otoritas pengawasan pemerintah lokal atas aktivitas pertambangan. Kekosongan
institusional ini secara langsung memperbesar ancaman terhadap lingkungan
hidup, karena pengawasan pertambangan yang seharusnya dilakukan secara
berlapis dari tingkat nasional hingga desa menjadi terputus di tingkat pusat
(Arfianti, 2025). Praktik maladministrasi, penegakan hukum yang lemah, dan
kurangnya transparansi memperburuk tata kelola sektor pertambangan dan
mengabaikan prinsip keadilan antar generasi . Perlindungan terhadap hak
komunitas, Kkhususnya masyarakat adat, masih lemah akibat minimnya
penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) (Sumirat et al,,
2025). Paradigma regulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara selama ini
lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek daripada
perlindungan lingkungan dan keadilan sosial, sehingga kerangka hukum yang
ada cenderung teknokratis dan sentralistik tanpa memberikan ruang bagi model
tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan (Damanik et al., 2025).

2. UU Cipta Kerja: Degradasi Perlindungan Lingkungan dan Pembatasan

Partisipasi Publik

UU Cipta Kerja melakukan perubahan fundamental pada sistem perizinan
lingkungan dengan menghapus kewajiban eksplisit memperoleh izin lingkungan
dan menggantinya dengan "Persetujuan Lingkungan" yang diterbitkan oleh
pemerintah pusat. Persetujuan Lingkungan ini terdiri atas Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKLHP) dan Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (KKLH), yang mengubah pendekatan berbasis izin menjadi
berbasis standar dan risiko (Triwibowo etal., 2021). Pergeseran ini secara politis
hukum menunjukkan perubahan arah dari konservasi lingkungan menuju
kemudahan berusaha dan investasi ekonomi . Pembatasan partisipasi publik
dalam AMDAL merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional, karena
partisipasi publik adalah hak asasi yang pembatasannya berpotensi menciptakan
antinomi norma antar pasal dalam undang-undang (Basuwendro et al., 2025).
Pelemahan peran organisasi lingkungan dan komunitas dalam penyusunan,
peninjauan, dan pengambilan keputusan AMDAL menimbulkan kekhawatiran
terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integrasi pertimbangan ekologis dalam
pengambilan keputusan (Rahman et al., 2022).
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Menuju Integrasi Siyasah Syar'iyyah dan Green Constitution: Kerangka
Siyasah Ekologis

Siyasah syar'iyyah dan Green Constitution berkonvergensi pada tujuan
perlindungan kepentingan publik, keadilan antar generasi, dan penolakan terhadap
eksploitasi lingkungan yang destruktif (Andriana et al, 2025). Integrasi kedua
kerangka ini melampaui formalisme hukum konvensional dengan menggabungkan
nilai moral, spiritual, dan ekologis ke dalam model tata kelola sumber daya alam
yang berkelanjutan (Wijayanti et al., 2024).

1. Titik Temu Normatif antara Siyasah Syar'iyyah dan Green Constitution

Kesamaan tujuan kedua kerangka terletak pada orientasi kemaslahatan
umum (maslahah) dalam siyasah syar'iyyah dan amanat konstitusional untuk
kemakmuran rakyat serta kelestarian lingkungan dalam Green Constitution.
Penolakan terhadap eksploitasi tidak adil merupakan tema sentral, di mana
prinsip-prinsip Islam seperti larangan israf (berlebihan) dan fasad (kerusakan)
bertemu dengan mandat konstitusional perlindungan lingkungan (Haider et al,,
2026). Integrasi etika lingkungan Qur'ani ke dalam diskursus konstitusional
berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang kokoh secara normatif
dan memiliki legitimasi sosial (Jalili et al., 2025). Perlindungan generasi masa
depan menjadi titik temu fundamental, di mana hifz al-nasl dalam maqasid
syariah berkonvergensi dengan prinsip keadilan antar generasi dalam Green
Constitution. Hukum ekonomi syariah menempatkan kewajiban moral untuk
memelihara sumber daya dan lingkungan bagi generasi yang belum lahir, sejalan
dengan tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh konstitusi hijau (Kaswoto
et al., 2025). Kebijakan saat ini secara tegas tidak boleh mengorbankan hak
generasi mendatang atas lingkungan yang sehat dan sumber daya alam yang
lestari. Integrasi kedua kerangka menciptakan model hukum transdisipliner yang
menggabungkan keadilan sosial, transparansi distributif, dan kewajiban ekologis
secara konstitusional. Model ini memperlakukan perlindungan lingkungan bukan
sekadar tugas administratif, melainkan kewajiban etis multidimensional yang
berakar pada perspektif religius dan konstitusional (Mardani et al., 2026).

2. Kerangka "Siyasah Ekologis": Model Integratif untuk Reformasi Kebijakan

Sumber Daya Alam

Kerangka "Siyasah Ekologis" memerlukan internalisasi empat prinsip
operasional utama untuk mereformasi tata kelola sumber daya alam. Negara
bertindak sebagai pemegang amanat (trusteeship) atas sumber daya alam untuk
kepentingan seluruh rakyat, termasuk generasi mendatang. Prinsip kehati-hatian
(precautionary principle) menuntut bahwa setiap kebijakan yang berpotensi
merusak lingkungan harus dihindari kecuali terbukti aman (Yuliandini & Sarjan,
2026).

e Prinsip non-regresi: Perlindungan lingkungan tidak boleh mengalami
kemunduran regulasi, memastikan standar hukum terus meningkat.

e Partisipasi publik: Masyarakat harus dilibatkan secara bermakna dalam
setiap keputusan yang berdampak pada lingkungan untuk memastikan
transparansi.

¢ Keadilan distributif: Distribusi manfaat dan beban ekologis harus adil, tidak
hanya menguntungkan oligarki atau korporasi besar.

Muhammad Darwis | Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam ...... |496



e Tanggung jawab mutlak: Korporasi harus memikul tanggung jawab penuh
atas kejahatan lingkungan tanpa reduksi makna hukum.

Penerapan prinsip-prinsip ini menuntut penguatan institusi pengawasan
dan harmonisasi regulasi untuk mencegah konflik norma. Tanpa penguatan
kapasitas institusional dan etis pemerintah, deregulasi tata kelola akan terus
membatasi ruang keterlibatan publik dan akuntabilitas ekologis (Jan etal.,, 2021).

Kesimpulan

Secara operasional, kedua undang-undang ini dinilai telah mengkhianati
fungsinya sebagai pagar pembatas dengan bertindak sebagai “karpet merah” yang
memperluas ruang eksploitasi sumber daya alam, contohnya melalui pemberian
izin tambang bagi ormas keagamaan. Kegagalan ini diperparah oleh pelemahan
sistematis terhadap pilar pengawasan, di mana proses perizinan menjadi rantai
birokrasi yang tertutup dan tersentralisasi, serta pembatasan partisipasi publik
yang mempersempit ruang gugatan masyarakat sipil, sehingga menciptakan defisit
demokrasi dalam tata kelola lingkungan. Dari perspektif siyasah syar'iyyah,
kebijakan ini cacat secara etis karena perhitungan maslahah dan mafsadah-nya
timpang: kerusakan lingkungan permanen dan konflik sosial yang ditimbulkan jauh
lebih besar dan langgeng dibandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek yang
tidak merata, sehingga bertentangan dengan tujuan dasar syariah (maqgasid syariah)
untuk melindungi jiwa dan harta (lingkungan sebagai sumber kehidupan).
Sementara itu, dari perspektif Green Constitution, produk hukum ini merupakan
pengkhianatan konstitusional karena secara langsung melanggar hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)), mengabaikan amanat
penyelenggaraan ekonomi berdasar wawasan lingkungan dan keberlanjutan (Pasal
33 ayat (4)), serta mengabaikan tanggung jawab negara untuk mewariskan
lingkungan yang layak bagi generasi mendatang.

Penelitian ini mengusulkan kerangka integratif "Siyasah Ekologis", sebuah
model normatif yang tidak sekadar mengejar kepastian hukum dan pertumbuhan
ekonomi, tetapi juga menyuntikkan legitimasi etis dan keadilan ekologis ke dalam
jantung kebijakan. Gagasan ini mensyaratkan adanya pergeseran paradigma
fundamental, dari interpretasi Kkonstitusi yang bersifat antroposentris dan
berorientasi jangka pendek menuju pendekatan konstitusionalisme substantif yang
menanamkan secara ketat tiga prinsip: prinsip kehati-hatian di mana beban
pembuktian ada pada pihak yang berpotensi merusak lingkungan, prinsip non-
regresi yang melarang penurunan standar perlindungan lingkungan yang sudah
ada, dan penegasan kembali peran negara sebagai pemegang amanat aktif untuk
melindungi dan memulihkan lingkungan. Meskipun menawarkan sintesis yang
komprehensif, penelitian ini mengakui keterbatasannya yang masih berada pada
tataran konseptual-normatif dan belum teruji secara empiris di lapangan yang sarat
kompleksitas politik-ekonomi. Oleh karena itu, saran untuk penelitian lanjutan
diarahkan pada studi empiris implementasi kerangka ini di berbagai sektor sumber
daya alam spesifik, serta pengembangan indikator terukur berbasis maqasid
syariah dan green constitution yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi
kebijakan secara konkret.
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